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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka kesimpulan dari permasalahan yang diajukan sebagai berikut: 

1. Implementasi Peraturan Desa Sungai Pukat Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dikatakan belum maksimal. Hal 

tersebut tidak terlepas dari pedoman penyusunan dan materi muatan yang 

terdapat dalam peraturan desa tersebut.  Belum maksimalnya implementasi 

peraturan desa tersebut dikarenakan dalam perancangan dan 

penyusunannya tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi seperti peraturan daerah kabupaten/kota maupun peraturan 

daerah provinsi. Mengingat peraturan desa merupakan produk hukum 

turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

2. Faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Desa Sungai Pukat 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 

upaya pencegahan pelanggaran yang terjadi dengan melakukan giat Sistem 

Keamanan Lingkungan. Selain itu, upaya lainnya adalah dengan 

memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar peraturan desa. 

Lebih lanjut, faktor penghambat dalam implementasi peraturan desa 

tersebut terletak pada faktor pemerintah desa yang tidak maksimal dalam 

melakukan komunikasi berupa sosialisasi peraturan desa tersebut kepada 
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masyarakat. Hal tersebut juga ditambah dengan kondisi pengetahuan 

masyarakat atas peraturan desa yang menyebabkan kesadaran hukum yang 

belum maksimal. 

 

B. Saran 

Adapun yang menjadi saran dari Penulis dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini 

adalah: 

1. Pemerintah desa melakukan komunikasi berupa sosialisasi lebih lanjut 

terkait Peraturan Desa Sungai Pukat Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum sehingga tujuan dari peraturan 

tersebut dapat tercapai. 

2. Pemerintah desa diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa Sungai Pukat sehingga 

dapat menekan tingkat pelanggaran peraturan desa tersebut. 
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